PELAKSANAAN KEBIJAKAN KEPOLISIAN RESOR KOTA TEGAL DALAM PENCEGAHAN PENULARAN VIRUS COVID-19 DI KOTA TEGAL by PRAMANA, YEREMIA YESDA
 
 
PELAKSANAAN KEBIJAKAN KEPOLISIAN RESOR KOTA 
TEGAL DALAM PENCEGAHAN PENULARAN VIRUS 














Diajukan kepada Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal untuk Memenuhi 
















PELAKSANAAN KEBIJAKAN KEPOLISIAN RESOR KOTA 
TEGAL DALAM PENCEGAHAN PENULARAN VIRUS 














Diajukan kepada Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal untuk Memenuhi 







































































Virus Corona atau COVID-19, kasusnya dimulai dengan pneumonia atau 
radang paru-paru misterius pada Desember 2019. Kasus ini diduga berkaitan 
dengan pasar hewan Huanan di Wuhan. virus COVID-19 membuat warga dunia 
panik. Pada prakteknya di masa pandemi, tatalaksana COVID-19 diperlukan 
kerjasama semua stakeholder. Kepolisian Resor Kota Tegal (Polresta Tegal) 
selaku bagian dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) terlibat 
langsung dalam pencegahan penularan virus covid-19. Dalam pelaksanaannya 
Kepolisian Resor Kota Tegal (Polresta Tegal) bersinergi dengan semua pimpinan 
Instansi yang ada, TNI, Ulama dan semua lapisan masyarakat. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan Kepolisian 
Resor Kota Tegal (Polresta Tegal) dalam pencegahan penularan virus covid-19 di 
Kota Tegal dan hambatan-hambatannya. Jenis penelitian skripsi ini adalah 
penelitian lapangan, dengan pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan 
data yang digunakan adalah data sekunder dan analisis yang digunakan adalah 
analisis normatif kualitatif. 
Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah Kepolisian Resor Kota 
Tegal (Polresta Tegal) dalam menjalankan kebijakan sesuai dengan peran dan 
tugasnya, melakukan pendekatan, penanganan dengan menanamkan nila-nilai atau 
norma-norma yang baik kepada masyarakat sebagai bagian operasi kemanusiaan, 
menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya pelanggaran atau kejahatan, 
memberikan sanksi atas pelanggaran yang ada dengan mengedepankan aturan 
yang telah ditetapkan. Hambatan yang masih ada dalam pelaksanaan ini adalah  
masih kurangnya disiplin sebagian masyarakat, abai terhadap protokol Kesehatan 
dan tidak terbuka terkait informasi kontak erat dan kondisi kesehatannya.  
 
 











Corona virus or COVID-19, the case started with pneumonia or mysterious 
pneumonia in December 2019. This case is thought to be related to the Huanan 
animal market in Wuhan. Corona virus makes world citizens panic. In practice 
during a pandemic, the management of COVID-19 requires the cooperation of all 
stakeholders. The Tegal City Police (Polresta Tegal) as part of the Regional 
Leadership Communication Forum (Forkopimda) is directly involved in 
preventing the transmission of the covid-19 virus. In its implementation, the Tegal 
City Police (Polresta Tegal) synergizes with all leaders of existing agencies, TNI, 
Ulama and all levels of society. 
          This study aims to determine the implementation of policies Tegal City 
Resort Police in preventing the transmission of the Covid-19 virus in Tegal City  
and its obstacles.  This type of research in this thesis is field research with a 
normative juridical approach. Data collection techniques used were  secondary 
data and analysis used was qualitative normative analysis. 
         The results obtained in this study are Tegal City Police (Polresta Tegal) in 
implementing policies in accordance with their roles and duties, approaching, 
handling by instilling good values or norms in society as part of humanitarian 
operations, eliminating opportunities for violations or crimes, provide sanctions 
for existing violations by prioritizing established rules. The obstacles that still 
exist in this implementation are the lack of discipline in the community, neglect of 
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A. Latar Belakang 
Virus Corona atau COVID-19, kasusnya dimulai dengan pneumonia 
atau radang paru-paru misterius pada Desember 2019. Kasus ini diduga 
berkaitan dengan pasar hewan Huanan di Wuhan yang menjual berbagai 
jenis daging binatang, termasuk yang tidak biasa dikonsumsi, misalnya : 
ular, kelelawar, dan berbagai jenis tikus. Kasus infeksi pneumonia misterius 
ini memang banyak ditemukan di pasar hewan tersebut. Virus Corona atau 
COVID-19 diduga dibawa kelelawar dan hewan lain yang dimakan manusia 
hingga terjadi penularan. Corona virus sebetulnya tidak asing dalam dunia 
kesehatan hewan, tapi hanya beberapa jenis yang mampu menginfeksi 
manusia hingga menjadi penyakit radang paru. Sebelum COVID-19 
mewabah, dunia sempat heboh dengan SARS dan MERS, yang juga 
berkaitan dengan virus Corona. Dengan latar belakang tersebut, virus 
Corona bukan kali ini saja membuat warga dunia panik. Memiliki gejala 
yang sama-sama mirip flu, virus Corona berkembang cepat hingga 
mengakibatkan infeksi lebih parah dan gagal organ.
1
 
Pada prakteknya di masa pandemi, tatalaksana COVID-19 diperlukan 
kerjasama semua stakeholder, untuk menanganinya diperlukan panduan 
tatalaksana yang sederhana, mudah dimengerti dan diterapkan oleh semua 
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pihak di seluruh Indonesia.
2
 Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 tahun 
2020 tentang Penetapan Bencana non-alam Penyebaran Covid-19 sebagai 
Bencana Nasional. Dalam aturan tersebut dijelaskan penanggulangan 
bencana nasional akan dilaksanakan oleh Gugus Tugas Percepatan 
Penanganan COVID-19. Kemudian dalam Keppres tersebut juga berisi 
kepala daerah menjadi Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-
19 di daerah. Penetapan kebijakan daerah juga harus memperhatikan 
kebijakan pemerintah pusat.
3
 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020, 
tentang peraturan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka 
Percepatan Penanganan Covid-19. Pembatasan Sosial ini meliputi peliburan 
sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, serta 
pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.
4
 Pemerintah dalam hal 
ini perlu segera melakukan penanggulangan baik dari pemerintahan pusat 
sampai tataran terendah di tingkat desa termasuk peran serta dari masyarakat 
itu sendiri.  
Peraturan Wali (Perwali) Kota Tegal Nomor 13 Tahun 2020 Tentang 
Pencegahan Penularan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota 
Tegal. Pemerintah daerah dalam hal ini adalah wali kota sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom, membentuk Gugus 
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 Dwi Susanto, dkk, Tim COVID-19 IDAI, Protokol Tatalaksana Covid-19, Edisi 1, April, 
2020, hlm.1. 
3
 Keputusan Presiden Nomor. 12 Tahun 2020, 13 April 2020. Tentang Penetapan Bencana 
Non alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional 
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 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 Tahun 2020, 31 Maret 2020. 






Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). 
Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk melaksanakan pencegahan 
penularan Corona Virus Disease (COVID-19), memberikan perlindungan 
kepada masyarakat di daerah, meningkatkan antisipasi perkembangan 
eskalasi penyebaran Corona virus dan memperkuat upaya penangananya.
5
 
Kepolisian Resor Kota Tegal (Polresta Tegal) yang dipimpin 
Kapolresta selaku bagian dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah 
(Forkopimda) beserta seluruh jajarannya terlibat langsung dalam 
pencegahan penularan virus covid-19. Dalam pelaksanaannya Kepolisian 
Resor Kota Tegal (Polresta Tegal) bersinergi dengan semua pimpinan 
Instansi yang ada, TNI, Ulama dan semua lapisan masyarakat. Di samping 
tugas dan jabatan sehari-hari maka dari berbagai fungsi yang ada di 
kesatuan Kepolisian Resor Kota Tegal (Polresta Tegal) melaksanakan 
kegiatan Operasi Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan sesuai dengan 
waktu yang sudah ditentukan, Melaksanakan apel penugasan di halaman 
Mako Kepolisian Resor Kota Tegal (Polresta Tegal) sebelum dan sesudah 




Kebijakan Kepolisian Resor Kota Tegal (Polresta Tegal) dalam 
pencegahan penularan virus Covid-19 mempunyai arti yang sangat penting 
untuk dilakukan penelitian karena jumlah kasus Covid-19 terus bertambah 
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 Peraturan Wali Kota Tegal, No. 13 Tahun 2020, Tentang Pencegahan penularan Corona 
Virus Desease (Covid-19) di Kota Tegal, 21 Mei 2020 
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dan kasusnya sangat dinamis dengan perilaku masyarakat. Mendasari hal 
tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian tentang Pelaksanaan 
Kebijakan Kepolisian Resor Kota Tegal (Polresta Tegal) Dalam Pencegahan 
Penularan Virus Covid-19 di Kota Tegal. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, permasalahan dalam 
penelitian ini adalah :  
1. Bagaimana pelaksanaan kebijakan Kepolisian Resor Kota Tegal 
(Polresta Tegal) dalam pencegahan penularan virus covid-19 di Kota 
Tegal? 
2. Apakah hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kebijakan Kepolisian 
Resor Kota Tegal (Polresta Tegal) dalam pencegahan penularan virus 
covid-19 di Kota Tegal?  
 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, tujuan penelitian ini 
adalah  
1. Untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan Kepolisian Resor Kota 
Tegal (Polresta Tegal) dalam pencegahan penularan virus covid-19 di 
Kota Tegal. 
2. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan kebijakan Kepolisian 
Resor Kota Tegal (Polresta Tegal) dalam pencegahan penularan virus 





D. Manfaat Penelitian 
Manfaat penelitian yang penulis lakukan terkait penelitian dengan 
judul Pelaksanaan Kebijakan Kepolisian Resor Kota Tegal (Polresta Tegal) 
dalam Pencegahan Penularan Virus Covid-19 di Kota Tegal yaitu sebagai 
berikut : 
1. Manfaat Teoritis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang 
lebih luas bagi pembaca tentang Pelaksanaan Kebijakan Kepolisian 
Resor Kota Tegal (Polresta Tegal) dalam Pencegahan Penularan Virus 
Covid-19 di Kota Tegal. 
2. Manfaat Praktis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi 
dan masukan bagi pembaca, praktisi atau pemerintah dalam 
pengembangan literasi Pelaksanaan Kebijakan Kepolisian Resor Kota 
Tegal (Polresta Tegal) dalam Pencegahan Penularan Virus Covid-19 
di Kota Tegal. 
 
E. Tinjauan Pustaka 
Berdasarkan bukti yang ada, Covid-19 ditularkan melalui kontak 
dekat dan droplet
7
, bukan melalui transmisi udara. Orang-orang yang paling 
berisiko terinfeksi adalah mereka yang berhubungan dekat dengan pasien 
Covid-19 atau yang merawat pasien Covid -19. Tindakan pencegahan dan 
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 Padanan kata "droplet" dalam dalam Bahasa Indonesia adalah percikan. 
https://www.msn.com/id-id/video/berita/selasa-bahasa-apa-padanan-kata-droplet-dalam-bahasa-





mitigasi merupakan kunci penerapan di pelayanan kesehatan dan 
masyarakat. Dampak virus Covid-19 sangat besar, bersifat global, dan 
massif. Dampak ini tidak hanya mempengaruhi tingkat kesehatan 
masyarakat secara umum, namun juga mempengaruhi aktivitas ekonomi, 
sosial, psikologis, budaya, politik, pemerintahan, pendidikan, olahraga, 
agama, dan lain-lain. Karena itu dibutuhkan kebijakan pemerintah yang 
tepat untuk mencegah dan mengatasi virus Covid-19 ini. Kebijakan yang 
diperlukan bukan hanya kebijakan untuk mencegah dan menyembuhkan 
pasien yang terinfeksi Virus Covid-19, tetapi juga kebijakan untuk 
mengatasi dampak sosial, psikologis, dan ekonomi yang ditimbulkan oleh 
Virus Covid-19. 
Kebijakan (policy) adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih 
untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Kebijakan merupakan 
instrumen pemerintah, bukan saja dalam arti government yang hanya 
menyangkut aparatur Negara, tetapi juga governance yang menyentuh 
pengelolaan sumber daya publik. Kebijakan pada intinya merupakan 
keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung 
mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial dan 
manusia demi kepentingan publik.
8
 Selain kebijakan pencegahan penularan 
virus Covid-19, Pemerintah Indonesia juga telah mengimplementasikan 
berbagai kebijakan dalam upaya melindungi masyarakat dengan tingkat 
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 Suharto, E. Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik; Peran 
pembangunankesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial dalam mewujudkan negara 





kesejahteraan yang rendah, utamanya golongan Pemerlu Pelayanan 
Kesejahteraan Sosial (PPKS) dari dampak negatif Covid-19.
9
 
Penulis mengkaji terhadap beberapa penelitian, ada beberapa jurnal 
yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan, sebagai 
berikut:  
Rahayu Asy’ari, “Pengertian Covid-19 dan Bentuk partisipasi dalam 
memeranginya”. Penelitian ini berupa studi tentang pengertian dari Covid- 
19, proses penularannya, dan mengetahui, memahami cara penanggulangan 
dan pencegahan Covid-19 yang benar serta salah satu bentuk partisipasi 
dalam memerangi Covid-19 yaitu mendukung kebijakan pemerintah akan 
hal tersebut dengan tetap belajar di rumah, kerja dari rumah dan ibadah di 
rumah.
 10 
Ryryn Suryaman Pranas Putra, “Gambaran Pengetahuan, Sikap, 
Perilaku, dan Upaya Pencegahan Pandemi Covid-19 Pada Mahasiswa Prodi 
S1 Administrasi Rumah Sakit Stikes Pelamonia Makasar”. Penelitian ini 
berupa studi yang akan memberikan gambaran kepada masyarakat, 
khususnya civitas akademika Stikes Pelamonia Makasar tentang 
Pengetahuan, sikap, perilaku dan upaya pencegahan Mahasiswa Prodi S1 
                                                             
9
 Syamsulhakim, E. (2020). Peran Bank Dunia Dalam Mendukung Penanganan Wabah 
Covid-19 di Indonesia. Presentasi disampaikan pada Webinar “Membangun Kerja Sama 
Pembangunan Internasional Dalam Penanganan COVID-19, Mei 2020. 
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 Rahayu asy’ari, “Makalah Pengertian Covid-19 dan Bentuk Partisipasi Dalam 










Mohamad Yoto, “Peran Pribadi dan Masyarakat untuk melawan 
Covid”. Penelitian ini secara umum memberikan gambaran tentang Covid-
19, Peran individu dan masyarakat dalam menghadapi pandemi Covid-19 
yang sejatinya sebagai garda terdepan, karena masyarakatlah yang menjadi 
sasaran dan korban Covid-19 atau dengan kata lain Covid-19 adalah 
problem sasaran dan korban Covid-19 atau dengan kata lain Covid-19 




Berdasarkan penelitian di atas, dapat penulis simpulkan bahwa 
penelitian yang telah dilakukan tersebut membahas mengenai secara umum 
tentang Covid-19 yang telah merebak disegala lapisan masyarakat, termasuk 
perilaku dalam menyikapi dan upaya pencegahannya. Penelitian yang 
membedakan antara penulis yang lakukan dengan penelitian di atas adalah 
penelitian di atas lebih fokus terhadap pengertian secara umum covid-19 
dalam pencegahannya, mendukung kebijakan pemerintah, Pencegahan 
secara Internal dan upaya pencegahan yang dilakukan oleh masyarakat itu 
sendiri. Berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu selain secara 
detail membahas tentang Covid-19 , Penulis juga lebih fokus melihat peran 
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 Ryryn Suryaman Pranas Putra, “Gambaran Pengetahuan, Sikap, Perilaku, dan Upaya 
Pencegahan Pandemi Covid-19 Pada Mahasiswa Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit Stikes 
Pelamonia Makasar”. 2019,  hlm.1. 
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 Mohamad Yoto, “Peran Pribadi dan Masyarakat untuk Melawan Covid” Ketua 
Pengurus Daerah Persakmi (Perhimpunan Sarjana dan Profesional Kesehatan Masyarakat 





serta Kepolisian Resor Kota Tegal (Polresta Tegal) dalam Pelaksanaan 
Kebijakan Pencegahan Penularan Virus Covid-19 di Kota Tegal. 
 
F. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Spesifikasi penelitian yang dipakai adalah penelitian lapangan 
(field research) yaitu penelitian yang dilakukan dengan 




Pendekatan yang dipakai dalam penelitian adalah metode 
pendekatan yuridis normatif yang merupakan penelitian kepustakaan 
data sekunder dengan menggunakan konsepsi Legis Positivis yaitu 
norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau 
pejabat-pejabat Negara yang berwenang.
14
 
3. Sumber Data 
Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder, 
diperoleh secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber 
lain baik lisan maupun tulisan, bersumber pada buku-buku literatur, 
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dokumen, peraturan perundang-undangan dan arsip penelitian 
terdahulu yang berkaitan dengan penelitian.
15 
4. Metode Pengumpulan Data 
Data diperoleh dengan cara melakukan inventarisasi terhadap 
data sekunder yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti. 
Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan 
digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan agar 
kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya.
16
 
5. Metode Analisis Data 
Data yang diperoleh dianalisis secara normatif kualitatif yaitu 
dengan menjabarkan dan menafsirkan data-data berdasarkan norma 
dan teori-teori yang terkait.
17 
 
G. Sistematika Penulisan 
Laporan penelitian ini akan disusun dalam empat bab yang masing-
masing saling berkaitan satu sama lain. Keempat bab tersebut, sebagai 
berikut:  
BAB I  Pendahuluan. Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan 
masalah, tujuan penelitian yang merupakan jawaban dari 
permasalahan yang diangkat, manfaat dari penelitiaan, tinjauan 
pustaka, metode penelitian dan sistematika laporan penelitian. 
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BAB II  Tinjauan Konseptual. Bab ini akan memuat Tinjauan umum 
tentang Virus Corona (Covid-19) , Penanggulangan, Pencegahan 
penularan virus Covid-19, Tinjauan Umum tentang Teori 
Kebijakan  
BAB III  Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini memuat mengenai 
Gambaran Umum Kota Tegal; Pelaksanaan Kebijakan Kepolisian 
Resor Kota Tegal (Polresta Tegal) Dalam Pencegahan Penularan 
Virus Covid-19 di Kota Tegal dan Upaya-Upaya dalam menangani 
hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Kebijakan Kepolisian 
Resor Kota Tegal (Polresta Tegal) Dalam Pencegahan Penularan 
Virus Covid-19 di Kota Tegal. 
BAB IV Penutup. Bab ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian yang 
















A. Tinjauan Umum Tentang Virus Corona (COVID-19) 
1. Istilah dan Pengertian Virus Corona (COVID-19) 
Semenjak mewabah di sejumlah negara, kata Corona dan Covid-
19 kian sering terdengar di telinga masyarakat. Keduanya tentu 
memiliki masing-masing pengertian yang perlu diketahui. Sejauh ini 
Corona atau Covid-19 masih menjadi perbincangan di sejumlah 
negara karena kasusnya yang kian meningkat hingga World Health 
Organization selanjutnya di sebut dengan WHO, menetapkan virus 
tersebut menjadi pandemi. WHO menjelaskan Virus corona menjadi 
bagian dari keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit yang 
terjadi pada hewan ataupun manusia. Manusia yang terjangkit virus 
tersebut akan menunjukkan tanda-tanda penyakit infeksi saluran 
pernapasan mulai dari flu sampai yang lebih serius, seperti Middle 
East Respiratory Syndrome (MERS) dan Severe Acute Respiratory 
Syndrome (SARS) atau sindrom pernapasan akut berat. 
Virus Corona sendiri jenis baru yang ditemukan manusia sejak 
muncul di Wuhan, China pada Desember 2019, dan diberi nama 
Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-COV2). 
Sehingga, penyakit ini disebut dengan Coronavirus Disease-2019 





penyakit yang disebabkan oleh virus Corona yang berasal dari Wuhan, 
China. Nama tersebut diberikan Dirjen WHO Tedros Adhanom 
Ghebreyesus di Jenewa, Swiss pada Selasa, 11 Februari 2020. 
Singkatan Covid-19 juga memiliki rincian, seperti "co" berarti corona, 
"vi" mengacu ke virus, "d" untuk diseases, dan 19 merupakan tahun 




2. Gejala Virus Corona (COVID-19)  
Gejala awal infeksi virus Corona atau COVID-19 bisa 
menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit 
tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dan 
sembuh atau sebaliknya semakin berat. Penderita dengan gejala yang 
berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak bahkan berdarah, 
sesak napas, dan nyeri dada. Gejala-gejala tersebut muncul ketika 
tubuh bereaksi melawan virus Corona. 
Secara umum, ada 3 (tiga) gejala umum yang bisa menandakan 
seseorang terinfeksi Virus Covid-19, yaitu: demam (suhu tubuh di atas 
38 derajat Celsius); batuk kering dan sesak napas. Ada beberapa 
gejala lain yang juga bisa muncul pada infeksi Virus Covid-19 
meskipun lebih jarang, yaitu: diare; sakit kepala; konjungtivitis; 
hilangnya kemampuan mengecap rasa atau mencium bau; dan Ruam 
di kulit. 
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Gejala-gejala Covid-19 ini umumnya muncul dalam waktu 2 
(dua) hari sampai 2 (dua) minggu setelah penderita terpapar Virus 
Covid-19. Sebagian pasien yang terinfeksi virus Covid-19 bisa 
mengalami penurunan oksigen tanpa adanya gejala apapun. Kondisi 
ini disebut happy hypoxia. Guna memastikan apakah gejala-gejala 
tersebut merupakan gejala dari virus Corona, diperlukan rapid test 
atau polymerase chain reaction (PCR), sebagai metode pemeriksaan 




3. Penyebab Virus Corona (COVID-19)  
Seseorang dapat tertular Covid-19 melalui berbagai cara, yaitu: 
a. Tidak sengaja menghirup percikan ludah (droplet) yang keluar 
saat penderita Covid-19 batuk atau bersin; 
b. Memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih 
dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan ludah 
penderita Covid-19; 
c. Kontak jarak dekat dengan penderita Covid-19 
 
Virus Covid-19 dapat menginfeksi siapa saja, tetapi efeknya 
akan lebih berbahaya atau bahkan fatal bila terjadi pada orang lanjut 
usia, ibu hamil, orang yang memiliki penyakit tertentu, perokok, atau 
orang yang daya tahan tubuhnya lemah, misalnya pada penderita 
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kanker. Karena mudah menular, virus Covid-19 juga berisiko tinggi 
menginfeksi para tenaga medis yang merawat pasien Covid-19. Oleh 
karena itu, para tenaga medis dan orang-orang yang memiliki kontak 




Penularan melalui mulut selain di saluran pernafasan, beberapa 
riset menunjukkan Virus covid-19 ada di mulut orang terinfeksi. 
Beberapa lokasi di rongga mulut memiliki reseptor (ACE-2, CD 147), 
dan enzim TMPRSS2 tempat menempelnya virus tersebut. Reseptor 
adalah struktur protein khusus yang berada dalam membran sel dan 
dapat menempel pada molekul khusus. Protein ini bertindak seperti 
pintu masuk ke dalam sel manusia. Orang yang terinfeksi dapat 
menyebarkan virus melalui udara yaitu melalui aerosol (droplet 
mikro) di ruangan tertutup. Virus dapat bertahan tiga jam di udara. 
Karena virus ini dapat mencapai jarak yang lebih jauh (radius 6 meter) 
dibandingkan dengan droplet biasa, maka kita perlu lebih 
memperhatikan potensi penyebaran tersebut, salah satunya melalui 
rongga mulut. 
Untuk bisa mencegah penularan virus antar orang, kita perlu 
memahami proses penularan virus melalui rongga mulut. Virus masuk 
melalui kelenjar liur. Virus Covid-19 dapat masuk ke dalam sel inang 
dengan menggunakan reseptor ACE-2 sebagai pintu masuk dengan 
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mengikat protein spike ke reseptor tersebut, serta enzim TMPRSS2 




4. Diagnosis Virus Corona (COVID-19)  
Beberapa pemeriksaan yang dapat dilakukan untuk mendeteksi 
atau menentukan diagnosis Covid-19 meliputi: 
a) Tes cepat atau rapid test 
Untuk mendeteksi virus Covid-19 dengan segera, telah tersedia 
tes cepat atau rapid test Covid-19. Tes ini merupakan skrining 
awal infeksi virus Covid-19 pada orang yang berisiko tinggi 
untuk mengalaminya. Sampel yang digunakan adalah darah dari 
jari atau pembuluh darah vena. Hasil tes ini bisa keluar dalam 
waktu 15 menit. Akan tetapi, tingkat keakuratan (sensitivitas) 
rapid test sangat beragam, yaitu 33 hingga 93 persen. Orang 
yang memiliki hasil positif dari tes ini akan direkomendasikan 
ke rumah sakit rujukan Covid-19 guna menjalani tes PCR atau 
swab test Covid.
  
b) Rapid swab test 
Rapid swab test atau tes antigen dilakukan dengan swab pada 
tenggorokan. Tes ini bertujuan mendeteksi antigen (protein 
virus). Hasil pemeriksaan ini bisa keluar dalam waktu sekitar 30 
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menit. tingkat keakuratannya tergolong rendah, yaitu 34-80 
persen. 
c) Antibody serology test 
Seperti tes cepat Covid-19, antibody serology test juga 
menggunakan darah dari pembuluh darah vena sebagai sampel. 
Hasil tes ini dapat keluar dalam waktu 18 menit dengan tingkat 
keakuratan yang berbeda-beda, tergantung pada kapan pasien 
menjalaninya. 
d) Tes PCR atau swab test 
Tes PCR dilakukan dengan swab pada tenggorokan atau hidung. 
Pemeriksaan ini akan menjadi tes konfirmasi dalam mendeteksi 
Virus Covid-19. Tes ini akan mendeteksi materi genetik virus 
dengan tingkat keakuratan paling tinggi, yakni sebesar 91-98 
persen. Selain rapid test dan swab test Covid, pasien juga bisa 
dianjurkan untuk menjalani: rontgen dada untuk melihat adakah 
cairan pada paru dan CT scan dada guna melihat ada tidaknya 




5. Komplikasi Virus Corona (COVID-19)  
Bagi sebagian besar orang, gejala yang muncul akibat infeksi 
virus corona memang dirasa tidak terlalu berat. Beberapa di antaranya 
bahkan bisa dirawat sendiri di rumah. Namun sayangnya, tidak semua 
kondisi penderita infeksi ini dapat menjalani perawatan sendiri di 
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rumah hingga sembuh. Bagi kelompok individu rentan seperti lansia 
dan pengidap penyakit penyerta seperti penyakit jantung atau diabetes, 
infeksi Covid-19 bisa berkembang menjadi kondisi yang sangat parah. 
Mereka berisko lebih tinggi mengalami komplikasi Covid, seperti di 
bawah ini: 
a) Pneumonia 
b) Gagal napas akut 
c) Acute respiratory distress syndrome (ARDS) 
d) Kerusakan hati akut 
e) Kerusakan jantung 
f) Infeksi sekunder 
g) Gagal ginjal akut 
h) Syok septik  
i) Disseminated intravascular coagulation (DIC) 
j) Rhabdomyolisis 
Komplikasi adalah salah satu faktor yang menyebabkan seorang 
pasien positif Covid-19 masuk dalam kategori parah. Semua orang 
yang positif memiliki risiko ini tetapi beberapa kelompok individu 
dengan kondisi di bawah ini memiliki risiko yang lebih tinggi terkena 
komplikasi Covid-19:  
(a) Berusia 65 tahun ke atas; 
(b) Tinggal di panti jompo; 





(d) Menderita penyakit jantung yang parah; 
(e) Memiliki sistem imun yang rendah, termasuk yang sedang 
menjalani pengobatan kanker; 
(f) Mengalami obesitas dengan indeks massa tubuh di atas 40; 
(g) Punya riwayat diabetes tidak terkontrol; 
(h) Menderita gagal ginjal; 
(i) Mengidap penyakit hati; 
(j) Memiliki kebiasaan merokok; 
(k) Mengidap HIV/AIDS dan tidak rutin minum obat; 
(l) Baru menjalani transplantasi organ; 
(m) Memiliki daya tahan tubuh yang lemah. 
 
Memang tidak semua orang akan mengalami komplikasi Covid-
19 tetapi tentu lebih baik jika tidak berisiko sama sekali, karena itu 
lakukanlah langkah pencegahan sebaik mungkin agar tidak tertular 
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6. Pencegahan Virus Corona (COVID-19) 
Sampai saat ini belum ada vaksin untuk mencegah infeksi virus 
Covid-19. Tetapi setidaknya ada beberapa cara yang bisa dilakukan 
untuk mengurangi risiko terjangkit virus ini. Berikut upaya yang bisa 
dilakukan: 
a) Terapkan Physical distancing, menjaga jarak minimal 1 meter 
dari orang lain dan tidak keluar rumah jika tidak diperlukan; 
b) Sering mencuci tangan dengan sabun dan air selama 20 detik 
hingga bersih; 
c) Hindari menyentuh wajah, hidung, atau mulut saat tangan dalam 
keadaan kotor atau belum dicuci;  
d) Hindari kontak langsung atau berdekatan dengan penderita 
COVID-19, orang yang dicurigai positif terinfeksi virus corona 
atau orang yang sedang sakit demam, batuk atau pilek; 
e) Membersihkan dan mensterilkan permukaan benda yang sering 
digunakan; 
f) Tutup hidung dan mulut ketika bersin atau batuk dengan tisu. 
Kemudian, buanglah tisu dan cuci tangan hingga bersih; 
g) Jangan keluar rumah dalam keadaan sakit; 
h) Kenakan masker dan segera berobat ke fasilitas kesehatan ketika 





Selain itu juga bisa memperkuat sistem kekebalan tubuh dengan 
konsumsi vitamin dan suplemen sebagai salah satu bentuk pencegahan 




7. Pengobatan Virus Corona (COVID-19) 
Tidak ada perawatan khusus untuk mengatasi infeksi virus 
covid-19. Umumnya Pengidap akan pulih dengan sendirinya. Tetapi 
ada beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk meredakan gejala 
infeksi virus Covid-19 ini, dengan cara : 
(a) Merujuk penderita Covid-19 yang berat untuk menjalani 
perawatan dan karantina di rumah sakit rujukan; 
(b) Memberikan obat pereda demam dan nyeri yang aman dan 
sesuai kondisi penderita; 
(c) Menganjurkan penderita Covid-19 untuk melakukan isolasi 
mandiri dan istirahat yang cukup. 
Selain hal tersebut di atas dianjurkan penderita Covid-19 untuk 




8. Kelemahan Virus Corona (COVID-19) 
Angka infeksi Virus Covid-19 yang semakin tinggi membuat 
banyak orang semakin khawatir akan keselamatan diri sendiri dan 
keluarga. Rasa khawatir memang penting untuk meningkatkan 
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kewaspadaan. Namun jika berlebihan, perasaan itu justru akan 
menambah beban pikiran dan berujung pada penurunan daya tahan 
tubuh. Satu hal yang membuat banyak orang khawatir soal Covid-19 
adalah karena belum adanya obat maupun vaksin yang memang 
dikhususkan untuk mengatasi dan mencegah penyakit ini. Sehingga, 
cara terbaik yang bisa dilakukan untuk melindungi diri kita adalah 
dengan melakukan pencegahan semaksimal mungkin. Tetapi meski 
menyebar dengan cepat, virus Covid-19 juga masih punya kelemahan 
yang bisa dimanfaatkan untuk memutus rantai penularan. Kelemahan 
Virus Covid-19, antara lain: 
(a) Mudah hilang dengan pelarut lemak 
Pelarut lemak adalah sabun yang sehari-hari kita gunakan. 
Virus Covid-19 dapat hancur dan mati jika terkena sabun. Itulah 
sebabnya, kita dianjurkan untuk rajin cuci tangan dengan air dan 
sabun untuk mencegah infeksi Virus Covid-19. Sabun efektif 
untuk membunuh virus Covid-19 dikarenakan susunan virus itu 
sendiri. Virus Covid-19 pada intinya tersusun atas tiga bagian, 
yaitu: DNA atau RNA yang menjadi inti dari virus; Protein yang 
merupakan bahan baku virus untuk memperbanyak diri dan 
lapisan lemak sebagai pelindung luarnya. 
Ketiga bagian tersebut sebenarnya tidak terikat dengan 
kuat satu sama lain. Sehingga saat lapisan lemak tersebut hancur 





Jadi, himbauan untuk mencuci tangan adalah langkah yang valid 
dan sangat efektif untuk mencegah penularan Covid-19. Apabila 
rajin cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, maka 
kemungkinan virus berpindah dari tangan dan masuk ke dalam 
tubuh akan berkurang drastis. 
(b) Bisa dikalahkan oleh antibody 
Infeksi Covid-19 bisa terjadi dalam beberapa tingkat 
keparahan, mulai dari yang ringan hingga parah. Pada pasien 
Covid-19 yang memiliki gejala ringan, infeksi ini bisa sembuh 
dengan sendirinya selama daya tahan tubuhnya baik. Sebuah 
penelitian yang dilakukan di Australia mengamini bahwa salah 
satu kelemahan Virus Covid-19 adalah dalam menghadapi 
antibodi yang sehat
26
. Penelitian ini melihat secara teratur kadar 
antibodi yang dihasilkan oleh seorang pasien Covid-19 berusia 
47 tahun dengan gejala ringan hingga sedang. Pasien tersebut 
tidak memiliki penyakit penyerta seperti hipertensi atau 
diabetes. Kondisi tubuhnya secara keseluruhan sehat dan hanya 
terdapat satu infeksi yang sedang terjadi, yaitu Covid-19. Pada 
hari ke 7-9 sejak gejala Covid-19 pertama kali muncul pada 
pasien tersebut, sejumlah antibodi mulai terbentuk di tubuh. Ini 
tandanya, tubuh tengah mengeluarkan berbagai senjatanya untuk 
berusaha melawan Virus Covid-19. Beberapa hari setelah 
                                                             
26
 https://www.sehatq.com/artikel/kelemahan-virus-corona-yang-bisa-dimanfaatkan-untuk-





antibodi terbentuk, tubuh pasien tersebut mulai membaik. 
Memang masih dibutuhkan penelitian lebih lanjut dalam skala 
yang lebih besar lagi untuk melihat pola “peperangan” antara 
Virus Covid-19 dan antibodi, tetapi penelitian di atas bisa 
dijadikan sebagai pengingat pentingnya menjaga daya tahan 
tubuh dengan menjalani gaya hidup yang sehat. 
(c) Bisa dibunuh dengan disinfektan 
Virus Covid-19 ada banyak jenisnya. Ada Virus Covid 
yang menyebabkan SARS, MERS, dan saat ini jenis yang baru 
ditemukan, mengakibatkan Covid-19. Masing-masing memang 
memiliki perbedaan dan masih butuh lebih banyak penelitian. 
Namun sejauh ini, diketahui bahwa secara umum karakter 
keluarga coronavirus cukup mirip, yaitu dianggap lemah jika 
harus berhadapan dengan bahan disinfektan Berdasarkan hasil 
penelitian, Virus Covid penyebab SARS dan MERS bisa 
bertahan di permukaan benda seperti metal, kaca, atau plastik 
sampai beberapa hari. Meski sejauh ini belum ada penelitian 
mengenai ketahanan virus penyebab Covid-19 di permukaan, 
tetapi diduga hasilnya tidak jauh berbeda dari sepupu sesama 
corona virus lainnya. Kabar baiknya, virus tersebut dianggap 
bisa non aktif dengan bahan disinfektan seperti alkohol dengan 
kadar 60-70%, hidrogen peroksida 0,5%, atau sodium hipoklorit 





permukaan benda yang sering disentuh seperti telepon genggam, 
gagang pintu, dan meja kerja menggunkaan bahan disinfektan. 
(d) Melemah di suhu panas 
Sejauh ini belum ada penelitian yang menyebut bahwa 
virus penyebab Covid-19 lemah terhadap panas. Namun, 
coronavirus penyebab penyakit SARS, terbukti bisa melemah 
pada suhu panas. Berdasarkan data yang diterbitkan oleh badan 
kesehatan dunia, World Health Organization (WHO), virus 
penyebab SARS bisa terbunuh pada suhu 56°C. 
(e) Tidak bisa bertahan lama dipermukaan 
Virus Covid-19 memang bisa bertahan beberapa hari di 
permukaan. Tetapi, seiring berjalannya waktu, virus ini tidak 
lagi cukup kuat untuk bisa menimbulkan infeksi. Sehingga baik 
WHO maupun Kementerian Kesehatan RI tidak melarang 
pengiriman paket antar negara karena risiko penularan melalui 
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B. Tinjauan Umum Tentang Peran POLRI di tengah Pandemi Covid-19 
Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020, langkah untuk 
memastikan protokol kesehatan diterapkan secara disiplin dan patuh oleh 
semua pihak. Dalam Inpres tersebut memuat empat poin yang diarahkan 
khusus kepada Polri :  
1) Memerintahkan Polri untuk turut mendukung dengan mengawasi 
penerapan protokol kesehatan. 
2) Polri diminta bersinergi dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan 
Pemerintah daerah (Pemda) dalam melakukan patroli. 
3) Polri diarahkan untuk melakukan pembinaan kepada masyarakat 
dengan tujuan supaya masyarakat ikut berpartisipasi dalam mencegah 
penyebaran Virus Covid-19  




Dalam upaya pencegahan dan pemutusan rantai penyebaran Covid-19 
di Indonesia membutuhkan kedisiplinan pada banyak aspek, terutama 
kehidupan sosial masyarakat. Dalam situasi pandemik diperlukan disiplin 
yang sangat ketat terhadap kehidupan sosial masyarakat dalam bentuk 
physical distancing. Metode ini dianggap sebagai upaya yang paling efektif 
untuk mencegah dan mengurangi angka penyebaran virus ini. Pemerintah 
memperkuat kewajiban physical distancing melalui Peraturan Pemerintah 
Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) 
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dan Peraturan Kementerian Kesehatan (Permenkes) No. 9 Tahun 2020. 
Aturan ini harus dipatuhi dan untuk memastikan kepatuhan tersebut, Polri 
menjadi garda terdepan dalam upaya pencegahan penyebaran Virus Covid-
19.  
Keberhasilan PSBB memang tergantung dari kesadaran dan 
kedisiplinan masyarakat, tetapi untuk memastikan keduanya berjalan, 
diperlukan peran Polri di dalamnya. Peran Polri yang demikian krusial dan 
signifikan untuk mencegah penyebaran Covid-19 tentu menjadi tugas 
“tambahan” yang tidak pernah diduga sebelumnya. Polri, pada satu sisi 
memiliki tugas-tugas rutin sebagai aparat penegak hukum dan penjaga 
ketertiban umum, sementara di sisi lain menjadi pihak yang diandalkan 
untuk menegakkan aturan PSBB. Pada saat yang sama, seluruh personel 
Polri di lapangan juga harus meningkatkan kewaspadaan bagi dirinya 
masing-masing karena kemungkinan tertular virus ini juga besar.
29
 
1. Penegakan Hukum Dalam PSBB 
Fungsi penegakan hukum yang diemban Polri sesungguhnya 
tidak lepas dari fungsinya sebagaimana telah diatur dalam UU No. 2 
Tahun 2002 Tentang Polri. Pasal 2 dalam undang-undang ini 
menyebutkan bahwa salah satu fungsi kepolisian adalah fungsi 
pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban 
masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan 
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 Secara eksplisit, pernyataan ini 
kembali ditegaskan sebagai tugas dan wewenang Polri yang diatur 
pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri.
 
Berdasarkan regulasi di atas, maka istilah keamanan dalam 
konteks tugas dan fungsi Polri adalah “keamanan dan ketertiban 
masyarakat,” dimana istilah ini mengandung dua pengertian: Pertama, 
sebagai suatu kondisi dinamis masyarakat, sebagai salah satu 
prasyarat terselenggaranya pembangunan nasional sebagai tujuan 
nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, 
tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman. Kedua, keamanan 
sebagai kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan 
kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan 
menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk 
gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.
31
 
Di masa pandemi COVID-19, peran Polri lebih ditekankan pada 
pengertian kedua karena pada masa PSBB, Polri mengemban fungsi 
penegakan hukum yang ditegaskan kembali melalui Maklumat 
Kapolri No. Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan Kebijakan Pemerintah 
dalam Penanganan Virus Covid-19. Maklumat tersebut merupakan 
inisiatif Polri dalam mendukung PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang 
PSBB dan Permenkes No. 9 Tahun 2020. 
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Maklumat Kapolri ini menyatakan bahwa Polri mendukung 
penuh kebijakan pemerintah terkait penanganan Covid-19 dan 
memutus mata rantai wabah Covid-19 di Indonesia melalui 
penindakan kepada masyarakat yang masih berkumpul. Kapolri 
meminta masyarakat tidak berkerumun. "Tidak mengadakan kegiatan 
sosial kemasyarakatan yang menyebabkan berkumpulnya massa 
dalam jumlah banyak, baik di tempat umum maupun di lingkungan 
sendiri. Tindakan pengumpulan massa terdiri atas lima hal sebagai 
berikut : Pertama, pertemuan sosial, budaya, keagamaan dan aliran 
kepercayaan dalam bentuk seminar, loka karya, sarasehan dan 
kegiatan lainnya yang sejenis. Kedua, kegiatan konser musik, pekan 
raya, festival, bazar, pasar malam, pameran dan resepsi keluarga. 
Ketiga, kegiatan olahraga, kesenian, dan jasa hiburan. Keempat, 
unjuk rasa, pawai dan karnaval. Terakhir, kegiatan lain yang 
menjadikan berkumpulnya masa. Kapolri juga meminta masyarakat 
tidak menimbun bahan pokok serta tidak menyebarkan berita bohong 
atau hoaks. Kapolri meminta jajarannya menindak dengan tegas bila 
ada yang melanggar maklumat tersebut. 
Ancaman pidana menanti bagi mereka yang melanggar 
himbauan polisi untuk membubarkan diri. "Apabila ada masyarakat 
yang membandel, yang tidak mengindahkan perintah personel yang 
bertugas untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara, kami 





Muhammad Iqbal. Mereka akan dijerat Pasal 212 Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana, Pasal 216 Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana, dan Pasal 218 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 
Ancaman hukumannya adalah satu tahun empat bulan penjara. 
Kapolri pun kembali mengeluarkan telegram bagi jajarannya, yang 
ditandatangani oleh Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) 
Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo
32
.  
Dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/1098/IV/ 
HUK.7.1./2020, ancaman pidana bagi mereka yang melawan 
himbauan polisi untuk membubarkan diri bertambah. "Menolak atau 
melawan petugas yang berwenang sebagaimana Pasal 212 sampai 
dengan Pasal 218 KUHP dan menghalangi pelaksanaan 
penanggulangan wabah penyakit sebagaimana UU Nomor 4 Tahun 
1984 tentang Wabah Penyakit Menular Pasal 14 ayat (1) dan (2)," 
Dalam Pasal 14 ayat 1 UU tentang Wabah Penyakit Menular 
disebutkan, siapa saja yang menghalangi pelaksanaan penanggulangan 
wabah, diancam pidana penjara selama-lamanya satu tahun dan/atau 
denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000. Sementara, Pasal 14 ayat 2 
UU yang sama menuliskan, bagi siapapun yang karena kealpaannya 
mengakibatkan terhalanginya pelaksanaan penanggulangan wabah, 
diancam hukuman kurungan enam bulan dan/atau denda setinggi-
tingginya Rp 500.000. 
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Polisi mengantisipasi bentuk pelanggaran atau kejahatan yang 
mungkin terjadi selama PSBB antara lain kejahatan yang terjadi pada 
saat arus mudik (street crime), kerusuhan/penjarahan yaitu pencurian 
dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan. Tindak pidana 
tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362, 363, 365, 406, dan 
170 KUHP. Bentuk kejahatan lainnya, yakni upaya menghambat 
kemudahan akses sebagaimana diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 
2007 tentang Penanggulangan Bencana Pasal 77 juncto Pasal 50 Ayat 
(1) dan Pasal 79 Ayat (1) dan (2). Kemudian, ancaman pidana bagi 
mereka yang tidak mematuhi atau melanggar penyelenggaraan 
kesehatan seperti tertuang Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang 
Kekarantinaan Kesehatan. 
Telegram berikutnya membahas soal hukuman pidana bagi 
masyarakat maupun korporasi yang dengan sengaja menimbun bahan 
kebutuhan pokok masyarakat selama pandemi Covid-19. Hal itu 
tertuang pada telegram bernomor ST/1099/IV/ HUK.7.1./2020 yang 
ditandatangani Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo tertanggal 
4 April 2020. Mereka yang memainkan harga atau menimbun bahan 
pokok disangkakan Pasal 29 dan Pasal 107 UU Nomor 7 Tahun 2014 
tentang Perdagangan, Pasal 62 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen, serta UU lain yang terkait. Sementara, 





huruf f. UU Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan KUHP yang 
berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara. 
Di dalam telegram, bernomor ST/1100/IV/HUK.7.1./2020, 
mengatur soal ancaman pidana bagi masyarakat yang menghina 
Presiden Joko Widodo maupun pejabat pemerintah lainnya dalam 
menangani Covid-19 di media sosial. "Bentuk pelanggaran atau 
kejahatan serta masalah yang mungkin terjadi dalam perkembangan 
situasi serta opini di ruang siber: penghinaan kepada 
penguasa/Presiden dan pejabat pemerintah sebagaimana dimaksud 
Pasal 207 KUHP,"
33
 Sesuai Pasal 207 KUHP, maka penghinaan itu 
bisa terancam pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan. 
Bentuk pelanggaran lain yang juga diatur di dalam surat 
telegram itu yakni ketahanan akses data internet selama masa darurat; 
penyebaran hoaks terkait Covid-19 dan kebijakan pemerintahan dalam 
mengantisipasi penyebaran wabah Covid-19 sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 14 atau Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang 
Peraturan Hukum Pidana. Kemudian, praktik penipuan penjualan 
online alat-alat kesehatan, masker, alat pelindung diri (APD), 
antiseptik, obat-obatan dan disinfektan sebagaimana dimaksud Pasal 
45A ayat (1) juncto Pasal 28 ayat (1) UU ITE, serta kejahatan orang 
yang tidak mematuhi penyelenggaraan karantina kesehatan dan atau 
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menghalangi sebagaimana UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang 
Kekarantinaan Kesehatan Pasal 93.
34
 
Untuk mendukung aspek penindakan, Polri menggelar operasi 
kontinjensi Aman Nusa II 2020. Operasi ini diberlakukan sejak 19 
Maret hingga 17 April 2020. Waktu operasi bisa diperpanjang 
berdasarkan perkembangan situasi di lapangan. Satgas ini memiliki 
beberapa subsatgas. Pertama, Subsatgas Pidana Umum (Pidum) 
bertugas menindak kejahatan konvensional (pencurian, penjarahan, 
perampokan, tindak pidana bencana alam, serta tindak pidana 
karantina kesehatan).  
Kedua, Subsatgas Ekonomi bertugas mengawasi dan menindak 
penimbunan bahan makanan dan alat kesehatan, menindak pelaku 
ekspor antiseptik, bahan baku masker, alat pelindung diri (APD) dan 
masker, serta penindakan terhadap obat atau alat kesehatan yang tidak 
sesuai standar/izin edar. Ketiga, Subsatgas Siber melakukan 
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2. Kompleksitas Masalah dalam Penegakan Hukum PSBB 
Sebagaimana tertuang dalam UU No. 2 Tahun 2002, fungsi Polri 
tidak hanya penindakan, melainkan juga pencegahan melalui upaya 
persuasif yang dapat melibatkan masyarakat. Polri ingin mengerahkan 
semua potensi kekuatan untuk mendukung pelaksanaan PSBB.
 
Hal 
utama yang tidak bisa diabaikan adalah pandemi telah menciptakan 
masalah keamanan yang sangat kompleks. Hal ini patut dicermati oleh 
Polri. Kompleksitas ini setidaknya terlihat dari; 
1) Fluktuasi tingkat kejahatan sepanjang masa pandemi dan PSBB 
yang mengalami kenaikan maupun penurunan. Pada bulan 
Februari terdapat 17.411 kasus, bulan Maret naik menjadi 
20.845 kasus.
36
 lalu bulan April menurun kembali menjadi 
15.322 kasus.
37
 Walaupun secara kuantitas menurun, terdapat 
potensi kejahatan di beberapa sektor yang patut diwaspadai 
selama PSBB, seperti kejahatan jalanan (penjambretan, 
perampokan, dan pencurian kendaraan bermotor). 
2) Perubahan pola kriminalitas di masa pandemi. Studi Roberts 
menemukan bahwa terjadi bentuk-bentuk baru kriminalitas yang 
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berevolusi sebagai pemanfaatan situasi selama masa pandemi 
COVID-19.38 
Hal ini terkonfirmasi dari pandangan Polri bahwa kriminalitas 
yang terjadi sepanjang PSBB salah satunya juga disebabkan oleh 
masyarakat yang terdampak secara ekonomi di tengah pandemi. Para 
pelaku kriminal memanfaatkan situasi pembatasan sosial yang 
membuat lingkungan sepi untuk melakukan aksinya. Selain itu, Polri 
perlu memperhitungkan pola kriminalitas lainnya yang tidak hanya 
terjadi sepanjang PSBB, melainkan selama masa pandemi. Misalnya, 
kasus pencurian dan penimbunan alat medis, penjualan obat-obatan 
palsu melalui kejahatan terorganisir, pencurian pada tempat sektor 
bisnis yang kosong, pelanggaran ketertiban umum karena perselisihan 
masalah medis, hingga kesalah pahaman masyarakat mengenai 
penanganan COVID-19. Sampai saat ini, kesalahpahaman masih saja 
berlangsung di tengah masyarakat, dengan semakin meningkatnya 
kasus positif COVID-19. Hal ini mengakibatkan terjadinya 
diskriminasi terhadap tenaga medis maupun individu-individu non-
tenaga medis hingga penolakan terhadap jenazah yang dianggap 
terinfeksi. Polri memang telah menunjukkan upaya penindakan 
melalui penegakan hukumnya, tetapi masih belum sebanding dengan 
masifnya diskriminasi tersebut. Kompleksitas ini perlu dicermati oleh 
Polri dalam menentukan prioritas tindakan penegakan hukum. Dalam 
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studi Stone, ada lima kategori utama yang dapat menjadi pilihan 
prioritas pada masa pandemi:  
(1)  menegakkan penerapan karantina secara tegas; 
(2)  melindungi tenaga medis; 
(3)  menindak penimbunan peralatan medis dan penjualan obat 
palsu; 
(4)  mengawasi potensi hoaks yang dapat memicu konflik sosial; dan 
(5)  menangkap pelaku kriminal yang melakukan kejahatan jalanan.  
Dari lima kategori ini, posisi kepolisian sangat penting dalam 
menyusun strategi untuk menghadapinya dan dalam menetapkan 




3. Sinergitas Polri  
Sinergitas dan soliditas sangatlah penting dalam 
penanggulangan pandemi Covid-19 ini, pemerintah dan masyarakat 
harus saling bersinergi. Kepatuhan dan kedisiplinan masyarakat dalam 
menjaga jarak (Physical Distancing) merupakan bentuk sinergitas 
yang diberikan oleh masyarakat, begitu juga dengan antar lembaga 
baik di pusat maupun di daerah sinergitas adalah harga mati. Dalam 
tatanan bernegara, tidak ada yang berdiri sendiri, saat ini kehadiran 
negara harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat, apalagi dalam 
kondisi bencana non-alam saat ini semua harus bersinergi untuk 
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masyarakat khususnya antara pemerintah yang ada di pemerintahan 
pusat dan pemerintah yang ada di pemerintahan daerah.
40
 Dalam 
pelaksanaannya guna menanggulangi penyebaran Covid-19, Polri 
beserta seluruh jajaran berkoordinasi dengan BNPB, TNI, Ulama dan 
semua lapisan Masyarakat. 
 
C. Tinjauan Umum Tentang Teori Kebijakan 
1. Pengertian Teori Kebijakan 
Secara umum kebijakan atau policy dipergunakan untuk 
menunjukan perilaku seseorang aktor misalnya seorang pejabat, suatu 
kelompok, maupun lembaga tertentu untuk memecahkan masalah yang 
sedang dihadapi. Pada dasarnya terdapat banyak penjelasan dengan 
batasan-batasan atau pengertian mengenai kebijakan. 
Menurut Noeng Muhadjir kebijakan merupakan upaya 
memecahkan problem sosial bagi kepentingan masyarakat atas asas 
keadilan dan  kesejaheraan masyarakat. Dalam kebijakan setidaknya 
harus  memenuhi empat hal penting yakni; (1) tingkat hidup masyarakat 
meningkat, (2) terjadi keadilan : By the law, social justice, dan  peluang 
prestasi dan kreasi individual, (3) diberikan peluang aktif  partisipasi 
masyarakat (dalam membahas masalah, perencanaan,  keputusan dan 
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implementasi), dan (4) terjaminnya pengembangan  berkelanjutan.
41
 
Monahan dan Heinz seperti yang dikutip oleh Syafaruddin bahwa 
kebijakan (policy) secara etimologi diturunkan dalam bahasa Yunani, 
yaitu “Polis” yang artinya kota (city).
42 
Pendapat ini menjelaskan 
kebijakan mengacu kepada cara-cara dari semua bagian pemerintahan 
mengarahkan untuk mengelola kegiatan mereka.  
Dalam hal ini, kebijakan berkenaan dengan gagasan pengaturan  
organisasi dan merupakan pola formal yang sama-sama diterima  
pemerintah atau lembaga sehingga dengan hal itu mereka berusaha  
mengejar tujuannya.  
 Berdasarkan penjelasan di atas diketahui bahwa kebijakan  
merupakan petunjuk dan batasan secara umum yang menjadi arah dari 
tindakan yang dilakukan dan aturan yang harus diikuti oleh para pelaku 
dan pelaksana kebijakan karena sangat penting bagi pengolahan dalam 
sebuah organisasi serta mengambil keputusan atas perencanaan yang 
telah dibuat dan disepakati bersama. Dengan demikian kebijakan 
menjadi sarana pemecahan masalah atas tindakan yang terjadi.  
Sementara menurut Weihrich dan Koontz dikutip dari Amin priatna 
bahwa kebijakan adalah alat membersihkan hati atau harapan yang 
mendorong inisiatif tetap dalam keterbatasan. Kebebasan tergantung  
pada kebijakan dan sebaliknya akan mereflesikan posisi dan  kekuasaan 
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Kebijakan juga adalah rencana,  kebijakan itu 
sebagai pernyataan atau pemahaman atau pengertian yang mengarahkan 
pikiran dalam membuat keputusan. Tidak semua kebijakan merupakan 
pernyataan, tetapi sering diimplikasikan dari tindakan manager.
44
 
Sementara Koontz, Donnell dan Weihrich mengatakan bahwa kebijakan 
adalah sebagai tuntunan dalam berfikir untuk mengambil keputusan, 
keputusan tersebut diambil dalam batas-batas. Keputusan memerlukan 
tindakan tetapi dimaksudkan untuk menuntut manager dalam 
memutuskan komitmen.
45
 Lebih lanjut Muhadjir mengatakan bahwa 
kebijakan dapat dibedakan menjadi dua yaitu kebijakan subtantif dan 
kebijakan implementatif.  
Kebijakan subtantif adalah keputusan yang dapat diambil berupa 
memilih alternatif yang dianggap benar untuk mengatasi masalah.  
Tindak lanjut dari kebijakan subtantif adalah kebijakan  implementatif 
yaitu keputusan-keputusan yang berupa upaya-upaya  yang harus 
dilakukan untuk melaksanakan kebijakan subtantif.
46
 
Secara empiris kebijakan berupa undang-undang, petunjuk, dan 
program, dalam sebuah Negara kebijakan dianggap sebagai  rangkaian 
tindakan yang dikembangkan oleh badan atau pemerintah  yang 
mempunyai tujuan tertentu, diikuti dan dilaksanakan oleh  seseorang 
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atau sekelompok pelaku untuk memecahkan masalah  tertentu. Dengan 
demikian berdasarkan beberapa pendapat tersebut  di atas, dapat 
disimpukan bahwa kebijakan adalah sebagai  rangkaian konsep dan 
azas yang menjadi garis besar dari dasar  pada masalah yang menjadi 
rencana dalam pelaksanaan suatu  pekerjaan, kepemimpinan dan cara 
bertindak, pernyataan, cita-cita, prinsip, atau maksud dalam 
memecahkan masalah sebagai garis pedoman untuk manajeman dalam 
usaha mencapai sasaran atau tujuan. Dengan kata lain sebagai pedoman 
untuk bertindak bagi pengambilan keputusan. 
 
2. Kebijakan Publik  
Pengertian kebijakan publik diungkap oleh A. Hoogerwert adalah 
unsur penting dari politik, dapat diartikan juga sebagai mencapai 
tujuan-tujuan tertentu menurut waktu tertentu, dan juga menurut 




Selanjutnya Gerston menyatakan bahwa kebijakan publik 
merupakan upaya yang dilakukan oleh pejabat pemerintah pada setiap 
tingkatan pemerintahan untuk memecahkan masalah publik.
48
 Lebih 
lanjut menjelaskan bahwa proses penentuan suatu kebijakan mencakup 
lima tahapan, yaitu (1) mengidentifikasikan isu-isu kebijakan publik, 
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(2) mengembangkan proposal kebijakan publik, (3) melakukan 
advokasi kebijakan publik, (4) melaksanakan kebijakan publik, (5) 
mengevaluasi kebijakan yang dilaksanakan. Sedangkan menurut Dunn 
kebijakan publik merupakan pola yang kompleks dari pilihan kolektif 




Pendapat lain diungkapkan oleh Dye bahwa kebijakan publik 
adalah “public policy adalah is whatever governments choose to do or 
not to do. Note that we are focusing not only on government action. But 
also on government inaction, that is, what government choose; not to 
do. We contend that government inaction can have just a great an 
impact on socisty as government action”
50
 
Dari pendapat Dye ini menjelaskan bahwa kebijakan publik 
merupakan kegiatan pemerintah yang harus diikuti masyarakat, baik 
pemerintah melakukan sebuah kegiatan atau tindakan maupun tidak. 
Kebijakan merupakan upaya memahami dan mengartikan sesuatu yang 
harus dilakukan oleh pemerintah dalam suatu masalah, penyebabnya, 
dan pengaruh serta dampak dari kebijakan publik tersebut.  
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Para ahli memberikan penjelasan bahwa kebijakan publik adalah 
keputusan atau ketetapan pemerintah untuk melakukan suatu tindakan 
yang dianggap akan membawa dampak bagi kehidupan warga.  
Berbagai devinisi yang disampaikan para ahli beragam, akan tetapi 
ada beberapa karakteristik kebijakan publik yang dapat 
diidentifikasikan, yaitu : (1) tujuan tertentu yang ingin dicapai berupa 
pemecahan masalah public, (2) tindakan-tindakan tertentu yang 
dilakukan, (3) fungsi pemerintah sebagai layanan public, (4) 
adakalannya berbentuk ketetapan pemerintah yang bersifat negative, 
ketetapan untuk tidak melakukan atau melarang melakukan suatu 
tindakan. 
Berdasarkan beberapa uraian diatas yang dimaksud dengan 
kebijakan publik adalah keputusan-keputusan yang mengikat orang 
banyak pada tataran strategi atau bersifat garis besar yang dibuat oleh 




HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Pelaksanaan Kebijakan Kepolisian Resor Kota Tegal (Polresta Tegal) 
Dalam Pencegahan Penularan Virus Covid-19 di Kota Tegal. 
1. Gambaran Umum Kota Tegal 
Kota Tegal merupakan salah satu wilayah otonomi di Provinsi 
Jawa Tengah. Kota Tegal, memiliki luas wilayah sebesar 39,68 km2. 
Secara administratif Kota Tegal berbatasan langsung dengan Laut 
Jawa di sebelah utara, Kabupaten Pemalang di sebelah timur, 
Kabupaten Tegal di sebelah selatan, dan Kabupaten Brebes di sebelah 
Barat.  
Batas wilayah Kota Tegal secara rinci dapat dilihat pada 
Gambar di bawah ini. 





















Wilayah administrasi Kota Tegal terdiri atas 4 (empat) 
Kecamatan, yaitu Kecamatan Tegal Selatan, Kecamatan Tegal Barat, 
Kecamatan Tegal Timur dan Kecamatan Margadana, yang terbagi ke 
dalam 27 (dua puluh tujuh) kelurahan. Kecamatan yang memiliki luas 
wilayah paling besar adalah Kecamatan Tegal Barat (15,13 km²), 
sedangkan kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan 
Tegal Timur (6,36 km²).  
Kota Tegal secara astronomis terletak pada 109.08’–109.10’ BT 
dan 6.50’– 6.53’ LS. Posisi astronomis tersebut menunjukkan bahwa 
daerah Kota Tegal berada dalam posisi daerah dengan iklim tropis 
dengan dua musim, yaitu kemarau dan penghujan. Kota Tegal dilihat 
dari posisi geostrategic memiliki potensi strategis dalam bidang 
ekonomi, mengingat Kota Tegal berada pada posisi simpang jalur kota 
besar yang mendukung terhadap jalur distribusi perekonomian 
nasional yaitu jalur Semarang-Tegal-Jakarta maupun jalur Jakarta-
Tegal-Yogyakarta.  
Dari sisi topografinya Kota Tegal terbagi menjadi 2 bagian yaitu 
daerah pantai dan daerah dataran rendah. Sebelah utara merupakan 
daerah pantai yang relatif datar dan sebelah selatan merupakan daerah 
dataran rendah. Rata-rata elevasi ketinggian di wilayah kota ±3 meter 
dari permukaan laut dan dengan kemiringan sungai rata-rata dibawah 





Ketiwon, Kemiri dan Gangsa, sehingga dijumpai adanya Food Plain 
(endapan sekitar muara sungai). Di wilayah kaligangsa elevansi tanah 
terutama sebelah utara digunakan sebagai tambak karena airnya asin 
dan pada sebelah selatan kondisi tanahnya lebih tinggi digunakan 
sebagai kawasan pemukiman seperti halnya di kawasan bagian timur 
untuk pemukiman. 
Kota Tegal menjadi tempat pengolahan akhir dan pemasaran 
berbagai produk dari kawasan Jawa Tengah bagian barat. Usaha kecil 
dan menengah yang cukup pesat kemajuannya adalah industri logam 
rumahan di kawasan Jl. Cempaka, dan kerajinan batik Tegalan di 
Kelurahan Kalinyamat. Sedangkan di bagian pesisir, perekonomian 
Kota Tegal juga berkembang dari sisi perikanan dengan profesi 
masyarakatnya sebagai nelayan dan budidaya hasil laut seperti ikan 
dan udang. 
Potensi dan peluang di Kota Tegal cukup terbuka khususnya di 
bidang usaha mikro dan jasa. Potensi dan peluang penanaman modal 
di bidang industri relatif tertutup untuk industri besar karena 
keterbatasan lahan. Potensi dan peluang penanaman modal di Kota 
Tegal wajib dijaga karena meningkatnya penanaman modal akan 
memberikan pengaruh positif bagi pengurangan pengangguran.
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 Dari 
segi jumlah penduduk, Kota Tegal memiliki jumlah penduduk sebesar 
                                                             
51





250.668 jiwa, dengan rincian penduduk laki-laki mencapai 124.066 
jiwa dan. penduduk permpuan mencapai 126.602 Jiwa.  














Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Tegal 
 
Mata pencaharian dalam pekerjaanya masyarakat Kota Tegal 
bekerja dalam bebagai jenis diantaranya, pedagang (21.8%), nelayan 
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2. Pelaksanaan Kebijakan Kepolisian Resor Kota Tegal (Polresta 
Tegal) Dalam Pencegahan Penularan Virus Covid-19 di Kota 
Tegal. 
Kepolisian Resort Kota Tegal (Polresta Tegal) selaku salah satu 
bagian dari gugus tugas dalam menindak lanjuti Instruksi Presiden 
Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan 
Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendaliam 
Covid-19, menggunakan cara pre-emtif dan preventif. Operasi 
penegakkan protokol kesehatan ini adalah operasi kemanusiaan yang 
bertujuan agar masyarakat aman dari Covid-19. Upaya-upaya yang 
dilakukan Kepolisian Resor Kota Tegal (Polresta Tegal);  
1) Upaya Pre-Emtif, merupakan upaya awal yang dilakukan oleh 
pihak Kepolisian Resor Kota Tegal (Polresta Tegal) untuk 
mencegah terjadinya tindak pelanggaran. Usaha-usaha yang 
dilakukan dalam penanggulangan secara Pre-Emtif adalah 
dengan menanamkan nila-nilai atau norma-norma yang baik 
kepada masyarakat. Operasi untuk penegakan protokol 
kesehatan agar masyarakat aman dari Covid-19 adalah operasi 
kemanusiaan. Operasi ini merupakan kemanusiaan dan 
disampaikan lebih ke Pre-emtif, maka upaya ini terdiri dari : 
a) Penyampaian Pesan atau Informasi ke Masjid-Masjid. 
Kegiatan ini rutin dilakukan setelah pelaksanaan 





banyaknya masyarakat yang datang terutama laki-laki ke 
masjid sehingga tidak perlu lagi susah payah mengundang 
dan mengumpulkan masyarakat untuk berkumpul. Dalam 
kegiatan ini Kapolsek dan jajarannya menyampaikan 
pesan-pesan mengenai Gejala dan pencegahan Covid-19 
dan juga tentang kamtibmas, Keamanan dan ketertiban 
masyarakat. Terkait Covid-19, kepada Jamaah 
disampaikan tentang Pengertian, Gejala, penyebab dan 
Pencegahan tentang virus Covid-19.  
Dalam kesempatan berdialog dengan masyarakat, 
Pihak kepolisian Resor Kota Tegal  juga menyampaikan 
bahwa bagi masyarakat yang kedapatan melanggar 
protokol kesehatan Covid-19 selama masa pandemi, maka 
pemerintah dengan tegas akan memberikan sanksi dan 
penegakkan hukum terhadap pelanggar tersebut. 
Sementara itu, pemerintah dan tokoh masyarakat harus 
dapat menjadi sosok yang mampu menjadi contoh yang 
baik kepada masyarakat terkait protokol kesehatan 
pencegahan Covid-19. Namun, dalam prakteknya masih 
saja ada tokoh masyarakat yang terbukti melanggar 
protokol kesehatan.  
Kasus terbaru ini adalah Wakil Ketua DPRD Kota 
Tegal kedapatan melanggar penerapan protokol kesehatan 
dengan mengadakan kegiatan konser, yang mana kegiatan 





Wasmad Edi Susilo, selaku Wakil Ketua DPRD Kota 
Tegal, mengaku khilaf karena telah menggelar kegiatan 
konser dangdut di tengah pandemi Covid-19. Sekalipun 
Wasmad sudah menyampaikan permohonan maaf, semua 
proses (hukum) tetap berjalan.
53 
  
b) Membantu Pasien Isolasi Mandiri Melalui Dapur Umum 
Tiga Pilar Kota Tegal. 
Kapolres Tegal Kota bersama Kapolsek di Tegal 
Selatan mengemas paket makanan guna didistribusikan ke 
pasien isolasi mandiri di wilayah Kota Tegal. Dalam 
kegiatan tersebut hadir pula Danramil 021, Camat Tegal 
Selatan, Lurah se-Kecamatan Tegal Selatan, personel TNI-
Polri dan relawan Dinsos serta BPBD.  
Dapur umum yang berlokasi di lapangan Tegal 
Selatan, Kota Tegal setiap harinya dapat mendisitribusikan 
makanan sebanyak 500 paket yang disalurkan melalui 
Bhabinkamtibmas dan Babinsa. Hal tersebut ditujukan 
sebagai upaya unsur tiga pilar yang terdiri dari pemerintah 
kota dan TNI-Polri guna membantu korban maupun 
keluarga pasien terkonfirmasi Covid-19. Melalui dapur 
umum ini diharapkan beban yang ditanggung menjadi 
lebih ringan ketika seluruh pihak juga terlibat dalam 








penanganan kasus ini. Melalui dapur umum ini, paket nasi 
didistribusikan sebanyak 100 paket setiap kecamatan 
dengan penyerahan secara simbolis ke perwakilan Forum 
Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam). Dapur 
umum ini sendiri akan berlangsung selama 5 (lima) hari 
berturut-turut dalam pembagian paket makanan untuk 
membantu pasien isolasi mandiri dan akan berkelanjutan 
berdasarkan evaluasi menurut kebutuhan.
54
 
c) Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban 
Masyarakat (Bhabinkamtibmas) bersinergi dengan 
Babinsa (Bintara Pembina Desa) TNI AD yang merupakan 
satuan teritorial TNI AD paling bawah, yang berhadapan 
langsung dengan masyarakat sebagai Pembina Teritorial 
melakukan kunjungan langsung dari rumah ke rumah 
warga. Melalui kegiatan sambang yang dilakukan di 
wilayah binaan tersebut bertujuan selain memberi pesan-
pesan kamtibmas juga mengimbau masyarakat agar 
menerapkan protokol kesehatan. Kegiatan ini merupakan 
salah satu upaya pencegahan pihak kepolisian dengan 
menugaskan beberapa polisi untuk berinteraksi langsung 
dengan masyarakat. 
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Sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Peraturan Kapolri, Nomor 3 
Tahun 2015 antara lain, Tugas pokok Bhabinkamtibmas adalah 
melakukan pembinaan masyarakat, deteksi dini dan 
mediasi/negosiasi agar tercipta kondisi yang kondusif di 
desa/kelurahan. Dalam melaksanakan tugas pokoknya tersebut, 
Babinkamtibmas melakukan kegiatan sebagai berikut:  
1) Kunjungan dari rumah ke rumah pada seluruh wilayah 
penugasannya;  
2) Melakukan dan membantu pemecahan masalah; 
3) Melakukan pengaturan dan pengamanan kegiatan 
masyarakat;  
4) Menerima informasi tentang terjadinya tindak pidana;  
5) Memberikan perlindungan sementara kepada orang yang 
tersesat, korban kejahatan dan pelanggaran;  
6) Ikut serta dalam memberikan bantuan kepada korban 
bencana alam dan wabah penyakit;  
7) Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada masyarakat 
atau komunitas berkaitan dengan permasalahan 
Kamtibmas dan pelayanan Polri.
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Babinkamtibmas di masing-masing polsek dengan dibantu 
oleh Lurah dan Tokoh masyarakat melakukan Penyuluhan 
tentang wabah penyakit Covid-19 di Kelurahan atau di Rumah 
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Tokoh Masyarakat. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka 
meningkatkan kesadaran pentingnya protokol kesehatan guna 
penanggulangan penyebaran Virus Covid-19. Kepala Biro 
Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri menegaskan, dalam 
penegakan sanksi kepada masyarakat pelanggar protokol 
kesehatan ada di tangan Pemerintah Daerah melalui Peraturan 
Daerah. “Jadi pada intinya Polri mendorong pemerintah daerah 
untuk membuat peraturan daerah. Karena memang dalam hal ini 
yang dikedepankan adalah pemerintah daerah,”  
Polri mendorong Pemda untuk mendesain sanksi dalam 
rangka penegakan hukumnya. “Tetapi tetap di Perda itu juga, 
silakan pemerintah daerah masing-masing mendesain Peraturan 
Gubernur, Peraturan Bupati, Peraturan Walikota dan itu 
penegakan hukumnya yang melaksanakan adalah satuan Polisi 




Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri 
memberikan apresiasi kepada Pemda yang memberikan sanksi 
sosial, dengan melakukan kerja sosial agar menjadi efek jera 
kepada pelanggar protokol kesehatan. Tetapi apabila 
pelanggaran terhadap Undang-Undang Karantina, ITE maupun 
KUHP itu sudah masuk ke ranah Polri. “Di sisi lain memang ada 
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hal-hal yang memang ada pelanggaran misalnya undang-undang 
karantina, terkait dengan undang-undang ITE dan mungkin 
terkait dengan KUHP itu ranah kepolisian,” jelasnya.
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Tindakan represif adalah pilihan terakhir dalam 
memberikan sanksi kepada pelanggar protokol kesehatan, 
tindakan represif itu yang paling terakhir. Tetap pre-emtif 
preventif yang dikedepankan. 
 
2) Upaya Preventif , upaya ini merupakan tindak lanjut dari upaya 
Pre-Emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum 
terjadinya pelanggaran atau kejahatan. Dalam upaya preventif 
yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk 
dilakukannya pelanggaran atau kejahatan. Upaya ini berupa 
patroli dan pengawasan secara rutin dan berkelanjutan. Kegiatan 
ini dilakukan oleh Kepolisaian Resor Kota Tegal (Polresta 
Tegal) di tempat-tempat yang rawan. Kegiatan - kegiatan ini 
antara lain : 
a. Giatkan Himbauan Masker Melalui Operasi 
Yustisi  
Berlokasi di Jalan - jalan yang strategis di Kota Tegal, 
personel Polwan Polres Tegal Kota bersama dengan 
Anggota Sat Lantas yang lain menghimbau pengguna 
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jalan agar menerapkan protokol kesehatan.  Dalam operasi 
masker yang digalakan oleh tiga pilar Kota Tegal ini 
diharapkan masyarakat akan lebih sadar terhadap bahaya 
Covid-19. Hal tersebut dikarenakan selama operasi yustisi 
yang digelar, masih ada yang terjaring dalam operasi 
tersebut sehingga mendapat sanksi dari petugas. Sanksi 
tersebut diberikan supaya pelanggar jera dan hal tersebut 
juga sudah diatur dalam Perwali (Peraturan Walikota 
Tegal) No. 29 tahun 2020. Personel Polwan yang terjun 
dalam operasi tersebut tidak kurang dalam mengimbau 
masyarakat melalui gerakan 4 M yaitu memakai masker, 
mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, menjaga 
jarak dan menghindari kerumunan serta pembagian dan 
penempelan Sticker “Ayo Pakai Masker. Operasi yustisi 
sendiri digelar dengan terjadwal selama 4 kali dalam 
sehari dengan berpindah-pindah lokasi dengan tujuan 
benar-benar memastikan bahwa protokol kesehatan 
diterapkan oleh masyarakat, terkhusus di Kota Tegal. 
Dengan giat operasi seperti ini, diharapkan hasil akhir 
berupa turunnya angka korban Covid-19 yang masih 
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b. Tiga Pilar Sosialisasikan Penerapan Protokol 
Kesehatan di kawasan Pasar Tumpah 
Kepolisian Resor Kota Tegal (Polresta Tegal) dan 
unsur Tiga Pilar Kota Tegal lainnya secara rutin 
memberikan sosialisasi terkait penerapan protokol 
kesehatan di kawasan pasar, baik pasar permanen maupun 
pasar Tumpah. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi 
penyebaran virus Covid-19 yang semakin parah, bersama 
jajaran forkopimcam (Forum Komunikasi Pimpinan 
Kecamatan) melakukan gelar sosialisasin protokol 
kesehatan di kawasan pasar permanen dan pasar tumpah di 
masing-masing wilayah kecamatan. Sosialisasi Protokol 
Kesehatan di Pasar tumpah dilakukan setiap hari minggu 
karena setiap hari Minggu pagi, beberapa tempat 
digunakan sebagai pasar tumpah sehingga apabila tidak 
disertai pengawasan maka akan berpotensi sebagai tempat 
terjadinya klaster baru. Melalui kegiatan ini, Kepolisian 
Resor Kota Tegal (Polresta Tegal) selaku unsur tiga pilar 
memberikan edukasi mengenai bahaya Covid-19 baik 
kepada pengunjung maupun kepada pedagang kawasan 
tersebut. Unsur tiga pilar dalam hal ini berupaya agar tidak 
ada terjadinya kenaikan angka korban Covid-19 terutama 





dari mulai operasi peningkatan disiplin hingga gerakan 
dapur umum Kota Tegal diharapakn dapat mengerem dan 
memberikan solusi dari kasus Covid-19 ini. Dalam 
pelaksanaannya diperlukan keterlibatan semua unsur 




Dalam kesempatan tertentu Kapolres Tegal Kota 
turun langsung ke lapangan memberi himbauan kepada 
pengunjung Balwas (Balai Kota Lama) agar selalu 
menerapkan protokol kesehatan, dengan diawali apel di 
halaman Mako Polres Tegal Kota, unsur tiga pilar yang 
terdiri dari TNI-Polri dan Satuan polisi Pamong Praja 
bertolak untuk monitoring wilayah hukum Kepolisian 
Resor Kota Tegal (Polresta Tegal). Dalam kegiatan 
operasi yustisi ini, Kapolres Tegal Kota beserta jajaran 
pelaksana operasi yustisi lainnya mulai menuju pusat 
keramaian di Kota Tegal. Kawasan yang disisir antara lain 
kawasan jalan Pancasila, kawasan Stasiun Kota Tegal, 
kawasan jalan Kapten Soedibyo dan berakhir di kawasan 
Balai Kota lama. Kawasan tersebut merupakan kawasan 
yang banyak digunakan berkumpul muda-mudi dengan 
didukung fasilitas pedagang maupun tempat yang tersedia 
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hingga ketika malam hari sering ramai akan aktivitas anak 
muda. Ketika di Balwas, Kapolres Tegal Kota mengimbau 
agar pedagang maupun pengunjung untuk menerapkan 
protokol kesehatan untuk menghindari penyebaran virus 
Corona.  
Dalam himbauannya AKBP Rita Wulandari 
Wibowo, menekankan penggunaan masker dan jaga jarak 
agar tidak terjadi kerumunan yang rawan akan penularan 
Covid-19. Selain itu beberapa pengunjung juga mendapat 
teguran dengan hukuman fisik berupa push up karena 





c. Patroli Rutin 
Kepolisian Resor Kota Tegal (Polresta Tegal) 
melakukan Patroli setiap hari baik pagi, siang maupun 
malam hari. Patroli dilakukah oleh satuan / Fungsi patroli 
yang pelaksanaannya diemban oleh Satuan Sabhara dan 
Satuan Lalu Lintas. Satuan-satuan tersebut bertanggung 
jawab terhadap pemeliharaan keamanan dan ketertiban, 
baik di jalan, di sekolah, kantor-kantor, objek 
pemerintahan, dan tempat umum lainnya. Dalam Patroli 
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dilakukan pemantauan kondisi secara umum kota Tegal 
dan pemantauan terhadap penerapan protokol kesehatan 
pada khususnya, secara langsung juga memberikan 
himbauan, dan teguran bila memang diperlukan.  
Patroli, pengaturan, penjagaan, dan pengamanan 
serta pelayanan masyarakat adalah tugas-tugas esensial 
dalam tindakan preventif, yang sasaran utamanya adalah 
menghilangkan atau sekurang-kurangnya meminimalisir 
bertemunya niat dan kesempatan terjadinya pelanggaran 
atau kejahatan. Satuan Sabhara yang bertugas 24 jam 
merupakan divisi terbesar dalam kesatuannya. Satuan Lalu 
Lintas yang bertugas dalam lingkup lalu lintas, adalah 
satuan-satuan yang dengan cara hampir sama dalam 
pelaksanaannya memiliki fungsi patroli. Satuan tersebut 
mengemban tugas dan tanggung jawab berat yaitu 
menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
61
  
Dalam rangka pelaksanaan operasi rutin Kepolisian 
Resor Kota Tegal (Polresta Tegal), tugas patroli diarahkan 
dan digunakan untuk menekan adanya pelanggaran dalam 
pelaksanaan Protokol kesehatan dan menekan jumlah 
terjadinya kejahatan yang dikaitkan analisa anatomi 
kejahatan yang meliputi antara lain jam rawan, tempat 
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rawan, dan cara melakukan kejahatan, yang sangat efektif 
mampu mencegah kejahatan dan menghadirkan ketertiban 
umum yang merupakan syarat mutlak peningkatan kualitas 
hidup dan ketentraman masyarakat Kota Tegal. Kemudian 
bila nantinya dengan keputusan Kepala Satuan 
berdasarkan saran dan perkiraan staf maka diadakan 
operasi khusus. 
 
3) Tindakan represif , adalah pilihan terakhir dalam memberikan 
sanksi kepada pelanggar protokol kesehatan, tindakan represif 
itu yang paling terakhir. Kepolisian Resor Kota Tegal (Polresta 
Tegal) Tetap mengedepankan pre-emtif preventif sesuai Inpres 
Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan 
Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan 
Pengendalian Covid-19 telah ditetapkan sanksi-sanksinya. 
Inpres Nomor 6 sudah disampaikan mulai untuk sanksi-
sanksi itu. Mulai dari sanksi tertulis kemudian teguran, itupun 
bertahap. Ada sifatnya denda administratif pencabutan izin dan 
lain-lain. Apabila tindakan represif tidak terhindarkan maka 
pihak kepolisian secara bersama-sama dengan pihak kejaksaan 
dan pengadilan melakukan penyelidikan, penyidikan, 





Berdasarkan pelaksanaan kebijakan Kepolisian Resor Kota 
Tegal dalam Pencegahan Penularan Virus Covid-19, dan teori 
kebijakan, penulis menganalisis bahwa Kepolisian Resor Kota Tegal 
(Polresta Tegal ) sudah menjalankan kebijakan sesuai dengan peran 
dan tugasnya, melakukan pendekatan, penanganan dengan 
menanamkan nila-nilai atau norma-norma yang baik kepada 
masyarakat sebagai bagian operasi kemanusiaan, menghilangkan 
kesempatan untuk dilakukannya pelanggaran atau kejahatan, 
memberikan sanksi atas pelanggaran yang ada dengan 
mengedepankan aturan yang telah ditetapkan. Kebijakan yang ada 
dipergunakan sebagai pedoman, konsep dan azas yang menjadi garis 
besar dari dasar pada masalah yang menjadi rencana dalam 
pelaksanaannya untuk mencapai sasaran  atau tujuannya. 
 
B. Hambatan dan Upaya-Upaya dalam menangani hambatan Pelaksanaan 
Kebijakan Kepolisian Resor Kota Tegal (Polresta Tegal) Dalam 
Pencegahan Penularan Virus Covid-19 di kota Tegal. 
Kepolisian Resor Kota Tegal (Polresta Tegal) sebagai salah satu 
bagian dari Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 masih 
melihat beberapa hal terkait dengan Hambatan-hambatan yang ditemukan di 
lapangan: 
1) Pengaturan pembatasan fisik antar manusia atau Physical Distancing 





Distancing ini dalam beberapa hari terakhir masih terhambat dengan 
disiplin yang masih belum terbangun bersama di tengah masyarakat. 
Bentuk ketidak disiplinan tersebut masih terlihat ketika banyak 
kelompok masyarakat yang abai terhadap aturan physical distancing 
seperti mengabaikan himbauan tidak ke luar rumah, abai terhadap 
larangan berkumpul dan tidak mengindahkan himbauan pemakaian 
masker serta cuci tangan sehingga akibatnya penularan Virus Covid-
19 terus terjadi.  
Karena hambatan tersebut, kebijakan physical distancing ini menjadi 
tidak efektif sehingga perlu diperkuat mengingat pengaturan jarak 
sosial ini merupakan kunci sukses pengendalian wabah COVID-19. 
Kepolisian Resor Kota Tegal (Polresta Tegal) masih perlu lebih 
intensif dan lebih banyak lagi waktu yang diperlukan dalam 
melakukan operasi yustisi untuk memperkuat Social Distancing 
mengingat kepentingannya sebagai kunci sukses pengendalian 
pandemi COVID-19. 
2) Masyarakat semakin lama semakin abai terhadap protokol Kesehatan, 
Rasa jenuh, bosan tampak sudah dirasakan oleh masyarakat dalam 
menghadapi situasi kehidupan dalam Pandemi Covid-19 ini. 
Kepolisian Resor Kota Tegal (Polresta Tegal) akan lebih 





edukasi serta pendekatan secara psychologis kepada semua lapisan 
masyarakat. 
3) Masyarakat tidak terbuka terkait informasi kontak erat dan kondisi 
kesehatannya. Hal itu terjadi karena masih adanya stigma negatif di 
masyarakat terkait Covid-19. Stigma itu muncul karena masyarakat 
menyerap informasi yang salah atau hoaks. Dengan kondisi tersebut, 
Kepolisian Resor Kota Tegal (Polresta Tegal) terus melaksanakan 
edukasi agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik lagi 
terkait Covid-19. “Masalah stigma itu masalah bersama, jangan 
sampai stigma menimbulkan efek yang negatif," ujar Kapolresta
62
. 
4) Tahapan terakhir yaitu treatment atau perawatan pasien Covid-19, 
perawatan merupakan tahapan lanjutan dari pelacakan. Setelah 
ditemukan kasus baru dari hasil pelacakan dan tes, Kepolisian Resor 
Kota Tegal (Polresta Tegal) akan memberikan masukan dan informasi 
kepada pemerintah khususnya Pemerintah Kota Tegal agar 
memberikan penanganan medis bagi pasien Covid-19 dengan lebih 
cepat dan benar, salah satunya isolasi mandiri selama 14 hari. Isolasi 
mandiri ini biasanya dijalankan oleh mereka yang menjadi suspek 
Covid-19 dari hasil pelacakan. Isolasi mandiri ini bisa dilaksanakan di 
rumah tetapi lebih disarankan agar suspek mengisolasi diri di Rumah 
Sususn (Rusun) yang telah disediakan oleh Pemerintah Kota Tegal 
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 Kapolres Tegal Kota, AKBP Rita Wulandari Wibowo.SIK,MH. dalam Wawancara hari. 





atau di pusat kesehatan pemerintah, dengan begitu kondisi suspek atau 
pasien Covid-19 yang sedang melakukan isolasi bisa terus dipantau. 
Di sisi lain, Kepala Kepolisian Resor Kota Tegal (Kapolresta) 
mengatakan bahwa hendaknya pemerintah Kota Tegal terus 
berkoordinasi secara intensif dengan pemerintah Pusat dalam upaya 
memenuhi kebutuhan ruang isolasi dan fasilitas perawatan bagi pasien 
yang terinfeksi virus corona.
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A. Kesimpulan  
Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka kesimpulan yang dapat 
dikemukakan terkait dengan pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut: 
1. Pelaksanaan Kebijakan Kepolisian Resor Kota Tegal (Polresta 
Tegal) Dalam Pencegahan Penularan Virus Covid-19 di Kota 
Tegal  
Dalam Pencegahan Penularan Virus Covid-19 di Kota Tegal dapat 
dilihat dari upaya yang dilakukan Kepolisian Resor Kota Tegal 
(Polresta Tegal) baik secara pre-emtif, preventif, maupun represif. 
Dalam upaya pre-emtif pihak kepolisian melakukannya dengan cara 
menanamkan nilai-nilai / norma-norma yang baik kepada masyarakat, 
menyampaikan pesan-pesan mengenai Kamtibmas, gejala dan 
pencegahan Covid-19. Melalui dapur umum Kepolisian Resor Kota 
Tegal (Polresta Tegal) bersama dengan unsur tiga pilar yang lain 
membantu korban maupun keluarga pasien terkonfirmasi Covid-19. 
Sehingga beban hidup yang ditanggung menjadi lebih ringan. 
Dalam upaya preventif pihak Kepolisian Resor Kota Tegal (Polresta 
Tegal) melakukan operasi yustisi, menghimbau pengguna jalan agar 
menerapkan protokol kesehatan, menggunakan masker dan secara 





tempat - tempat umum. Kepolisian Resor Kota Tegal (Polresta Tegal) 
melakukan patroli dan pengawasan secara rutin dan berkelanjutan, 
menekan adanya pelanggaran dalam pelaksanaan Protokol kesehatan 
dan menekan jumlah terjadinya kejahatan, menghadirkan ketertiban 
umum yang merupakan syarat mutlak peningkatan kualitas hidup dan 
ketentraman masyarakat Kota Tegal. Sedangkan Tindakan represif , 
adalah pilihan terakhir dalam memberikan sanksi kepada pelanggar 
protokol kesehatan. Apabila diperlukan Pihak kepolisian secara 
bersama-sama dengan pihak kejaksaan dan pengadilan melakukan 
penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penjatuhan sanksi pidana. 
2. Adapun beberapa hambatan yang dihadapi pihak Kepolisian 
dalam upaya Pencegahan Penularan Virus Covid-19 di Kota 
Tegal, yaitu Physical Distancing terhambat dengan persoalan disiplin 
warga masyarakat. Rasa jenuh, bosan tampak sudah dirasakan oleh 
masyarakat dan membuat masyarakat semakin lama semakin abai 
terhadap protokol Kesehatan, masyarakat tidak terbuka terkait 
informasi kontak erat dan kondisi kesehatannya. Hal itu terjadi karena 
masih adanya stigma negatif di masyarakat terkait Covid-19. Stigma 
itu muncul karena masyarakat menyerap informasi yang salah atau 
hoaks. Dalam mengatasi hambatan-hambatan Pencegahan Penularan 
Virus Covid-19 tersebut Kepolisian Resor Kota Tegal (Polresta Tegal) 
akan lebih intensif dan lebih banyak lagi waktu yang diperlukan dalam 





memberikan edukasi dan pendekatan secara pshycologis agar 
masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik lagi terkait Covid-
19 serta mendorong agar Pemerintah Kota Tegal terus berkoordinasi 
secara intensif dengan pemerintah Pusat dalam upaya memenuhi 
kebutuhan ruang isolasi dan fasilitas perawatan bagi pasien yang 
terinfeksi Virus Covid-19. 
 
B. Saran  
1. Kepolisian Resor Kota Tegal (Polresta Kota Tegal) bersama dengan 
unsur tiga pilar yang lain hendaknya lebih tegas dan lebih intensif lagi 
dalam mengatasi pelanggaran pelaksanaan Protokol kesehatan 
sehingga masyarakat akan lebih mentaati aturan protokol kesehatan 
yang sudah ditentukan oleh pemerintah. 
2. Dalam Pencegahan Penularan Virus Covid-19 di Kota Tegal, tidak 
hanya mengandalkan peran Kepolisian, tetapi juga perlu adanya 
kedisiplinan dan partisipasi dari masyarakat. Masyarakat hendaknya 
tidak tertutup dan lebih terbuka dalam memberikan informasi serta 
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